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PERATURANWALIKOTA AMBON
NOMOR- IS TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Walikota menetapkanrincian Dana Desa ur:tuk setiap Desa.LI

, bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud dalamb.
huruf a, perlu ditetapkan PeraturanWalikota tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kota Ambon
Tahun Anggaran 2015.

. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Jl Dalam

Wilayah Daerah SwatantraTingkat IMaluku ( LembaranNegara
Republik IndonesiaTahun 1958Nomor111,TambahanLembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 1645 ):

Menginga 1

&

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran2
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5495),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan3.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587):
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak

MengaturDan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor809),

&

. PeraturanPemerintahNomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan5.
BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3137):

d



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5539),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor
88,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5694),

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belarja Negara Tahun Angaran 2015

(BeritaNegara Republik Irudonesia Tahun 2015Nomor 56):
9. PeraturanMenteri Dalam NegeriNomar 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor 2093):

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015Nomor 297),

11. PeraturanDaerah PropinsiMalukuNomor14 Tahun 2005 tentang
Penetapan Kembali NegeriSebagaiKesatuanMasyarakatHukum
Adat Dalam Wilayah Propinsi Maluku (Lembaran Daerah

PropinsiMalukuTahun 2005 Nomor 14):
12 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014
Nomor 13),

5
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MEMUTUSKAN '

Menetapkan : PERATURANWALIKOTA TENTANG TATACARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2015

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengar:
1.

D
p

Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negarayang diperuntukkanbagi Desa yangditransfermelalui AnggaranPendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan olehMenteri DalamNegeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan PemerintahanDesa.

2
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BAB II
BESARAN DANADESADANCARA PERHITUNGAN

Pasal 2

RincianmengenaibesaranDanaDesauntuk setiap Desa diKotaAmbonTahunAnggaran
2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkandari PeraturanWalikota Ambon ini.2

Pasal 3

Besaran Dana Desa sebagaimanadimaksud pada Pasal untuk setiap Desadi Kota
Ambon

Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dihitung dengan car:
Kk:14
n

PDD/D-AD#ABF
AD -904 xDDKA/JumlahDesa-Negeri
ABP210 96

xDDKAx (1259x BIP)1(359 xBJPM)(105x BLW)t(305 x BIKG))
D

Dimana:
BIP “jumlah Keterangat:

aa aa PA rbon PDD/D »
Pagu Dana Desa per Desa

BJPM -
JurlahPendudukMiskin Desa

AD Alokasi Dasar
Y, PendixdukMiskin Desa Kota Ambon ABF Alokasi Berdasarkan Formula

1A|a'
U
|»Pe

F
BLW “Luas Wilayah Desa DDKA - Dana Desa Kota Ambon

Y LuasWilayahDesa Kota Ambon BP «Bobot Jumlah Penduduk
BIKG- IKG Desa BJPM -Bobot JumlahPendudukanMiskin

YIKGDesa Kota Ambon BLW BobotLuas Wilayah

AKa |A:ul$N:

BIKG Bobot Ideks Kesulitan Geografis

Aa
Te3

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufabersumberdari kementerian yangberwenangdan/atau lembaga
yangmenyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3
huruf a, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri
Keuangan.

BAB III
PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening KasUmum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
dilakukan paling lambat7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
KasUmum Daerah,

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. Tahap I pada bulan April sebesar40 (empat puluhperseratus).
b. Tahap II pada bulanAgustus sebesar 404 (empat puluh perseratus). dan
c. Tahap II pada bulanOktober sebesar 205 (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desamenyampaikar:
a. APBDesa paling lambat bulanMaret. dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap TI dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I,

7
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(6) Rincian Dana Desayang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dialokasikan untuk
mencapai tujuan pembangunan Desa yaitumeningkatkan kesejahteraanmasyarakat
Desa dan kualitas hidupmanusia serta penanggulangan kemiskinan,melalui:
a. pemenuhankebutuhan dasar.
b. pembangunan sarana danprasarana Desa.
C. pengembangan potensi ekonomi lokal. dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

a

berkelanjutan
(3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama

untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya
ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap
tahunnya, yang diantaranya dapatmencakup:
a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa:.
b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desamaupun

oleh kelompok usahamasyarakatDesa lainnya.
c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader PemberdayaanMasyarakat Desa.
d. pengorganisasianmelalui pembentukandan fasilitasi paralegal untukmemberikan

bantuan hukum kepada wargamasyarakat Desa.
e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersihdan sehat.
£ dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan
Hutan Kemasyarakatan. dan

g. peningkatan kapasitas kelompokmasyarakatmelalui:
1) kelompok usaha ekonomi produktif.
2) kelompok perempuan.
3) kelompok tani.
4) kelompokmasyarakatmiskin.
5) kelompok nelayan.
6) kelompok pengrajin.
7) kelompok pemerhati danperlindungan anak.
8) kelompok pemuda. dan
9) kelompok lain sesuai kondisi Desa

BAB IV
PENGELOLAAN DANADESA

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dalammasa 1 (satu) tahun anggaran terhitungmulai1 Januari sampaidengan tanggal 31
Desember.

Pasal8

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: mendapat pengesahan oleh
Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

(3) Pengeluarankas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkanmenjadi peraturan desa.nia||n:
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(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekeningkas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal9

(l) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan
realisasi penggunaan Dana Desa semester ! dan semester Il kepadaWalikota .

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a, Semester I paling lambatminggu keempat bulan Juli tahun anggaranberjalan.
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.

:

Pasal 10

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak

menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester

sebelumnya.
(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa

dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
(3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan

pelaksanaan yangmengakibatkanSILPA tidakwajar.
(4) SILPADana Desa yangtidakwajar sebagaimanadimaksudpadaayat (3),berupa sisaDana

Desa yang melebihi 308 (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud

pada Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 hurufa tidakmendapatkanpersetujuan dariWalikota.
(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.g

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

a'al
| 2IDa'

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

PeraturanWalikota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini denganmenempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Am
2015

pada tanggal
Me

WALIK

D LOUHEN
Diundangkan di Ambon
pada tanggal 215

4 SEKRETARIS KOTA AMBON,

Up
ANTHONY GUSTAF LATUHERU-
BERITA KOTA AMBON TAHUN 2015NOMOR

3.d
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